GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 716/V/TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan
penelitian, pengkajian, pengembangan dan
perekayasaan di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah diperlukan Tim
Kelitbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang
Pembentukan Tim Kelitbangan Pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

irari@  Catatan :

F ""u.ﬁ- * UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
i * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6374); Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005
tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta
Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh
Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan
Pengembangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 206 Tahun 2017, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2015);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pedoman Penelitian dan
Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesa tahun 2016 Nomor 546);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
Nomor 9);

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Nomor 34 Tahun 2024).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
900/94/1/BKAD tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Kelitbangan pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kelitbangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU berdasarkan kegiatan pada 2
(dua) kelompok kerja, meliputi :

a. kelompok kerjas Sosial dan Pemerintahan:
Tata Kelola Pemerintahan; dan

b. kelompok kerja Ekonomi dan Pembangunan:
Pertanian Berkelanjutan Di Sulawesi Selatan.

KETIGA : Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
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a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melaporkan hasil pelaksanaan tahapan kelitbangan
kepada Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi
Selatan, dalam bentuk laporan kemajuan sesuai
tahapan pelaksanaan;

c. berkoordinasi dengan sekretariat Tim Pengendali
Mutu untuk melaksanakan Sidang TPM I, Sidang
TPM II dan seminar hasil penelitian; dan

d. berkoordinasi dengan unsur penunjang untuk
pelaksanaan teknis administrasi dan lapangan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan
tugas Tim Kelitbangan pada Bidang Penelitian dan
Pengembangan dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran
2025 melalui kegiatan :

a. penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengakajian
Peraturan dengan Kode Kegiatan (5.05.02.1.01); dan

b. penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan
Pembangunan dengan kode kegiatan (5.05.02.1.03).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan memiliki kekuatan mengingat sepanjang sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sesuai dengan  ketentuan
ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Mei 2025

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

PN

Ditandatangani Secara Elektronik

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan :
1. Sekretarias Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Masing-masing yang bersangkutan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 716/V/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM KELITBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

A. Kelompok Kerja Sosial dan Pemerintahan

1. Evaluasi Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan

a. Unsur Pelaksana/Peneliti :

Pengarah :  Gubernur Sulawesi Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi
Selatan

Ketua Tim : Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos.,M.Si

Anggota : 1. H. Nashar Andi Baso, SH., M.Si

. Dr. Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd
. Drs. Jamaruddin, M.AP., Ph.D

. Dr. Yosart Kardinat, S.STP, MM

. Dr. Andi Mamu, S.STP., M.Si

Dr. Nur Abdurrahman A. Galigo, S.STP.,
M.M

7. Rudi, S.IP, M.Si
8. Alsry Mulyani, SE, M.Si
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b. Unsur Penunjang

Penanggung Jawab :  Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan
Koordinator : Rudi, S.IP.,M.Si
Administrasi : 1. Hj. Kurniati Hanafi, S.STP.,M.Si

2. Abdul Hafid, S.Psi.,MM

3. Indra Wahyudi Rahmat,S.STP., MM
4. Masayu Yuliana Mappasanda
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B. Kelompok Kerja Ekonomi dan Pembangunan

1. Penelitian/ Perekayasaan (Pengembangan Model Sinergitas Pengelolaan
Limbah Rumah Tangga Dengan Pertanian Perkotaan (Urban Farming)
Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan)

a. Unsur Pelaksana/Peneliti :

Pengarah :  Gubernur Sulawesi Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi
Selatan

Ketua Tim : Dr. Eka TrianaYuniarsih, SP, M.Si

Dr. Ir. Bahtiar, M.S

. Dr. Andi Yulyani Fadwiwati, S.P., M.Si.
. Ir. Syuryawati, M.S.

Anggota

. Ir. Nurjanani, M.Si.

. Ir Wanti Dewayani,M.Si

. Dahya, S.P., M.Si.

. Rusdin, S.P., M.P.

. Bungati, SP., M. P

. Nurhafsah, S.TP., M.Si

.Rahmi H., S.P., M.P.

. Ida Andriani, S.P.M.Agb.

. Muslimin Hamid S.Pt, M.Si

. Dian Ramadani Zulkarnain, S.Pt.,M.Si
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2. Kajian Mitigasi Bencana
a. Unsur Pelaksana/Peneliti :

Ketua Tim : Dr. Ardy Arsyad
Anggota 1. Dr. Irwan Ridwan

2. Dr. Muhsan P Hatta

3. Dr. Andang Suryana Soma

4. Dr. Ibrahim Djamaluddin

5. Dr. Mukti Ali

6. Septian, ST

7. Fidaan Husein Azuz, S.Hut, MT, MA
8. Rosmala Dewi Said, ST.,MSP

9. M. Irfan, ST. M.Eng., M.URP

10. Rizky Widyasari Syam, ST, M.Si

11. Andi Muhammad Ilham, S.Si, M.Kes

3. Kajian Penanganan Banjir di Kawasan Mamminasata
a. Unsur Pelaksana/Peneliti :
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Ketua Tim : Dr.Ir.Riswal K,ST.,MT., IPM., AER
Anggota 1. Dr.Eng.Ir.Rita Tahir Lopa,MT
2. Dr.Eng.Irwan Ridwan,ST.,MT
3. Dr.M.Rifaldi Mustamin,S.Tr.T,MT
4. Andi Lolo Sinrang,ST.,P.hD

5. Silman P.Manda,ST.,MT

6. Hasdar ,ST..MT

7. Makbul Mubarak,ST

8. Ahmad Yani,ST

9. Nur Indah Sari,S.Tr.T

10. Aulia Mappideceng ,S.Tr.T
11.Dermayana Arsal, S. Hut, M.P, Ph.D
12. Andi Fitriyani Yahya, ST, M.M

13. Amirullah, ST, M.Si

14. Muhammad Arsani, S.P.,M.Si.,M.T

4. Kajian Pompanisasi dan Sumur dalam untuk pertanian
a. Unsur Pelaksana/Peneliti :

Ketua Tim : Dr. Eng. Ir. Rita Tahir Lopa, MT, PU-SDA.
Anggota : 1. Prof. Ir. Sugiarto, ST., MT., Ph.D

2. Ir. Andi Subhan Mustari, ST., M.Eng.,
IPM.ASEAN, Eng.

3. Dr. Ir. Riswal Karama, ST., MT., IPM.,
ASEAN. Eng

4. Dr. Ir. Zulvyah Faisal, S.T.,M.T

5. A. Rezky Amalia Syamsir, S.Tr.T., MT.
6. Yuliana Rauf, ST, M.P.Fis

7. Yossi Findarta Pratama, SE, M.M.

8. Rahmat Yudha Prawira, ST,M,Si

9. St. Suryani, ST., M.M.

b. Unsur Penunjang

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan
Koordinator : Muslimin Hamid S.Pt, M.Si
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Administrasi : 1.Irwan, S.Pi
2. Rima, S.Pi, M.Si.
3. Bayu Indra Kusuma Wijaya, S.Kom
4. Camellia

5. Musa

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Ditandatangani Secara Elektronik

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN
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